BUPATI KAPUAS HULU ‘
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUFATI KAPUAS HULU
NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3
ayat (1) huruf b Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan
Fungsional, mengamanatkan bahwa
penyetaraan jabatan dilakukan pada
Instansi Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi
pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi,
mengamanatkan bahwa dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Mengingat

yang efektif dan efisien untuk
meningkatkan " kinerja pemerintahan
dan pelayanan publik perlu dilakukan

penyederhanaan birokrasi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu  menetapkan
Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kapuas Hulu;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang  Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah -Tangga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Ne';e.tra Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6397);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang  Aparatur  Sipill Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara' Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 201+
Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
55878) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir .dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor ¢,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

Cs] Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun

2012 tentang Penyclenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5294);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016  tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesi.:.
Tahun 2019 Momor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Pendayalgunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam  Jabatan

Fungsional;

10. Peraturan  Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan  Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang  Penyederhanaan  Struktur
Organisasi pada Instansi Pemerintah
Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
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Menetapkan

il

K2,

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kapuas Hulu;

Peraturan Daerah . Kabupaten Kapuas
Hulu Nemor ,7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa  kali, terakhir  dengar
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomer :0 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Normnor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KAPUAS HULU NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
oEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KAPUAS HULU
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Pasal 1

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna: Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah
Kabupaten Kapuss Hulu Tahun 2021 Nomor 112) diubah

sebagai berikur;

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a dihapus, ayat (2) diubah,
sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Sekretariat terdiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,
terdiri dari:
a. dihapus.
b. subbagian umum dan aparatur; dan

c. kelompok jabatan fungsional.

(2] Subbagian Umam dan Aparatur dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

2. Ketentuar Pasal 13 dihapus.

3. Lampiran diubak, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II

PETC o A - .
aturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal 2 Januari 2023.
Agar setian ore :
& P Orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan

Peratur = g Dr :
tran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Kapuas Hulu,

Ditetapkan di Putussibau
ol 82 November 8032

pada tangg
BUPATI KAPUAS HULU,
A

3

k‘ FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Futussibau

pada tanoeal 94 Hougmber 2%
ARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS EULU

SEX

\

“\
MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 7o
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAi« BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 111 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS
HULU

KEPALA DINAS

I

SEFRETARIAT ;

KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN UMUM
FUNGSIONAL DAN APARATUR
L i ¥
! : BIDANG PEMBERDAYAAN .
BIDANG
Sy iy PEREMPUAN DAN

PERLINDUNCAN ANAK

—

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI KAPUAS HULU,

o |l g
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